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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian diatas terkait Penyediaan Ruang Terbuka
Hijau di Kabupaten Pemalang, maka dapat penulis tarik kesimpulan

yaitu:

1. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pemalang berdasarkan data
yang telah penulis peroleh pada tahun 2017 hingga saat ini
belum ada peningkatan yang signifikan. Berpedoman dengan
Pasal 103D PERDA Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2018, perwujudan RTH di Kabupaten Pemalang belum sesuai
dengan Perda yang berlaku. Berdasarkan data yang penulis
ketahui, Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Pemalang baru
mencapai 0.62% yaitu seluas 691,6 HA dari total luas wilayah
perkotaan Kabupaten Pemalang 11.150 HA untuk RTH publik
sedangkan untuk RTH privat baru mencapai 5% dari jumlah

ideal RTH privat yaitu 10%.

2. Hambatan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di

Kabupaten Pemalang adalah terbatasnya lahan. Walaupun
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ketersediaan RTH masih jauh dibawah presentase, namun lahan
terbuka di Kabupaten Pemalang masih sangat banyak yaitu
sebanyak 60% yang berupa sawah.
B. Saran
Berdasarkan uraian diatas, penulis akan memberikan saran
sehubungan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten
Pemalang.

1. Kebijakan penyediaan, penataan, dan pengelolaan Ruang
terbuka Hijau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang diharap dapat
menjadi pedoman untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka
Hijau Kabupaten Pemalang agar sejalan dengan peraturan yang
ada.

2. Agar tercapainya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sesuai
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
yaitu sebesar 30%, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengadaan lahan melalui pemanfaatan lahan milik Pemerintah
Kabupaten, Pemanfaatan lahan milik desa, atau ganti kerugian

lahan milik warga sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun
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2012. Penyediaan lahan RTH melalui pemanfaatan lahan
pemerintah Kabupaten merupakan hal yang paling mudah

dilakukan sebab tidak melalui proses mekanisme yang lama.
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